
 

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  

(LKjIP)  

TAHUN 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN  

RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG 

Jl. KH. Wahid Hasyim No.110, Tugu, Kepatihan, Kec. 

Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419 

 

 



 

i 

 

KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT bahwa atas ridho-Nya, sehingga kami 

telah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD 

Kabupaten Jombang Tahun 2022. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan 

perwujudan pertanggungjawaban, transparansi, dan akuntabilitas Sekretariat DPRD Kabupaten 

Jombang atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam membantu Kepala Daerah (Bupati) 

Kabupaten Jombang dalam memfasilitasi tugas dan kinerja DPRD Kabupaten Jombang. Dalam 

pelaksanaan pengawasan ini berhubungan dengan pedoman yang terdapat dalam Peraturan Bupati 

Nomor 21 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten 

Jombang. Kemudian, dalam hal ini juga mencakup pelaporan tentang pencapaian kinerja sasaran 

strategis yang sudah dilaksanakan di tahun 2022. 

Pedoman dalam penyusunan LKjIP ini didasarkan pada Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah. Dalam penyusunannya termuat beberapa substansi mengenai perencanaan kinerja, 

akuntabilitas kinerja, dan juga realisasi anggaran serta program-program prioritas yang telah 

tercapai dalam satu periode anggaran yang merupakan wujud dalam pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan 

yang telah ditetapkan.  

Penyusunan dan penyampaian LKjIP merupakan kewajiban bagi kami pada setiap akhir 

tahun anggaran sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang selama satu tahun anggaran berjalan. Kami 

menyadari bahwa terdapat kekurangan dalam penyusunan LKjIP tahun 2022, namun kami 

berharap LKjIP ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Kami juga berharap adanya masukan 

yang positif demi kesempurnaan penyusunan LKjIP di tahun mendatang. 

 

         Jombang,   Januari 2023 

          Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Instansi pemerintah berkewajiban untuk memberikan 

pertanggungjawaban dan penjelasan atas kinerja yang telah dilaksanakan. Penyusunan Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berfungsi sebagai media pertanggungjawaban yang berisi 

informasi mengenai kinerja dalam menyelenggarakan tugas secara baik dan benar yang didasarkan 

kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

LKjIP Sekretariat DPRD tahun 2022 disusun dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan 

Perubahan Rencana Strategis tahun 2016-2021 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang tahun 2018-2023. Selaras dengan visi 

Kabupaten Jombang yakni “Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya 

Saing” dengan salah satu misi-nya adalah “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih 

dan Profesional.” Upaya yang dilakukan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang dengan 

melakikan peningkatan akuntabilitas dan kinerja birokrasi, indikator sasarannya mengenai nilai 

evaluasi SAKIP dan indeks kualitas pelayanan publik setwan. 

Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang pada tahun 2022 berpredikat sangat tinggi 

yaitu dengan capain kinerja sebesar 100% dan capaian anggaran sebesar 89,11%. Dengan 

demikian, Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang senantiasa berupaya meningkatkan kinerja serta 

konsisten terhadap target kinerja yang telah ditetapkan dalam renstra Sekretariat DPRD Kabupaten 

Jombang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Gambaran Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang 

Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang adalah Perangkat Daerah yang bertugas 

menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan 

tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan 

oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan pada Peraturan 

Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok 

dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang terdiri dari: 

a. Sekretariat DPRD 

b. Bagian Umum, membawahi: 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

2) Sub Bagian Rumah Tangga, Humas dan Protokol; dan 

3) Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi. 

c. Bagian Keuangan, membawahi: 

1) Sub Bagian Anggaran; 

2) Sub Bagian Verifikasi; dan 

3) Sub Bagian Perbendaharaan. 

d. Bagian Persidangan, membawahi: 

1) Sub Bagian Rapat dan Risalah; dan 

2) Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan dan Layanan Aspirasi Masyarakat. 

e. Bagian Perundang-Undangan, membawahi: 

1) Sub Bagian Kajian dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan; dan 

2) Sub Bagian Dokumentasi Produk Hukum dan Perpustakaan. 

f. Jabatan Fungsional Umum. 



 

 

1.2 Latar Belakang 

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara 

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan 

kinerja, dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP). Laporan kinerja 

instansi pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi 

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. 

Maksud dan tujuan LKjIP ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, 

pokok, dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang. Dari laporan ini diharapkan akan 

terdapat sebuah kesimpulan dari pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi setya dapat 

dipergunakan sebagai titik tolak dan bahan analisis untuk peningkatan kinerja di tahun selanjutnya. 

Seperti diketahui bahwa masih banyak terdapat tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten 

Jombang yang masih belum terlaksana dengan optimal.  

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

1. Maksud 

Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, 

responsif, akuntabel, serta sekaligus sebagai bagian dari sistem manajemen pemerintahan 

daerah, yaitu mulai dari perencanaan, pengangguran, pelaksanaan kegiatan, pengendalian 

dan monitoring, serta evaluasi dan diakhiri dengan pelaporan. 

2. Tujuan 

Penyusunan LKjIP bertujuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban Kinerja 

Sekretariat DPRD pada tahun 2022 dalam mencapai sasaran strategis yang telah 

ditetapkan. 

 

1.4 Dasar Hukum 

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tahun 2022, sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 



 

 

2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

3. Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja 

Utama; 

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan 

pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, 

dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi 

dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur, Perencaaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang; 



 

 

13. Rencana Strategis tahun 2018-2023 Kabupaten Jombang; 

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang tahun 

2018-2023; 

15. Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tahun 2021. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja 

Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang selama tahun 2022. Sistematika penyajian LKjIP 

Sekretariat DPRD tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah, yaitu sebagai berikut: 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1.Gambaran Umum Sekretariat DPRD 

1.2.Latar Belakang 

1.3.Maksud dan Tujuan 

1.4.Dasar Hukum 

1.5.Sistematika Penulisan 

BAB II PERENCANAAN KINERJA 

2.1.Struktur Organisasi 

2.2.Tugas Pokok dan Fungsi 

2.3.Visi dan Misi 

2.4.Tujuan 

2.5.Sasaran 

2.6.Penetapan Kinerja Tahun 2021 

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

3.1. Capaian Kinerja Organisasi 

3.2. Realisasi Anggaran 

BAB IV PENUTUP 

 



 

 

BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

BAB II  

PERENCANAAN KINERJA 

 

2.1 Struktur Organisasi 

Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan administrasi 

kesekretariatan dan keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan 

menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam 

melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Adapun susunan organisasi Sekretariat DPRD 

pada tahun 2022 berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang. 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang 

 



 

 

2.2 Tugas Pokok dan Fungsi 

Deskripsi tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tertuang dalam 

Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Jombang dan dijabarkan sebagai berikut: 

1) Sekretaris DPRD 

Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang dalam 

melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab 

kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD dalam menyelenggarakan tugas pokok, mempunyai 

fungsi 

a. Penyelenggaraan administrasi kesekretarian; 

b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; 

c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan 

d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. 

2) Kepala Bagian Umum 

Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan 

sebagai tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam merencanakan, 

melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, 

kepegawaian, keuangan dan aset, penyusunan program dan evaluasi. Untuk melaksanakan 

tugas pokok sebagaimana dimaksud, secretariat mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. Pengelolan dan pelayanan administasi umum 

b. Pengelolaan administrasi kepegawaian 

c. Pengelolaan administrasi keuangan 

d. Pengelolaan administrasi perlengkapan 

e. Pengelolaan administrasi aset Sekretariat DPRD 

f. Pengelolaan urusan rumah tangga 

g. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan 

h. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bagian 

i. Pengelolaan kearsipan 

j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana 



 

 

k. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan penyelenggara perencanaan pembangunan 

daerah 

l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD. 

Kepala Bagian Umum ini membawahi mengenai beberapa sub bagian yakni sebagai 

berikut; 

a. Sub Bagian dan Kepegawaian 

b. Sub Bagian Rumah Tangga, Hubungan Masyarakat dan Protokol 

c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi 

3) Kepala Bagian Keuangan 

Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas 

Sekretariat DPRD dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan menyusun laporan 

keuangan DPRD dan kesekretariatan DPRD. Dalam melaksanakan tugas pokok 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Keuangan memiliki fungsi sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan pengelolaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD termasuk 

pembayaran gaji dan tunjangan 

b. Penyusunan rancangan anggaran dan perubahan anggaran Sekretariat DPRD dan 

kegiatan DPRD 

c. Pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan 

d. Pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan; dan 

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD. 

Kepala Bagian Keuangan ini membawahi mengenai beberapa sub bagian yakni sebagai 

berikut: 

a. Sub Bagian Anggaran 

b. Sub Bagian Verifikasi 

c. Sub Bagian Perbendaharaa 

4) Kepala Bagian Persidangan 

Bagian Persidangan mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan sebagai tugas 

Sekretariat DPRD dalam menyelenggarakan pelayanan rapat dan risalah, kegiatan alat 

kelengkapan dewan, dan fasilitasi pelayanan aspirasi masyarakat. 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bagian Persidangan 

mempunyai fungsi; 



 

 

a. Penyiapan rancangan jadwal kegiatan DPRD 

b. Penyiapan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD 

c. Penyiapan rencana kunjungan kerja DPRD 

d. Penyusunan notulen/risalah rapat yang diadakan oleh DPRD 

e. Pelaksanaan kegiatan alat kelengkapan DPRD 

f. Fasilitasi pelayanan aspirasi masyarakat, dan 

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat DPRD 

Kepala Bagian Persidangan ini membawahi mengenai beberapa sub bagian yakni sebagai 

berikut: 

a. Sub Bagian Rapat dan Risalah 

b. Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan dan Layanan Aspirasi Masyarakat 

5) Kepala Bagian Perundang-Undangan 

Bagian Perundang-Undangan mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan sebagian 

tugas Sekretariat DPRD dalam menyiapkan bahan untuk penyusunan rancangan Peraturan 

Daerah dan produk hukum DPRD dan menyiapkan bahan kajian Peraturan Daerah, 

melakukan dokumentasi pengelolaan perpustakaan, memfasilitasi, memverifikasi dan 

mengkoordinasikan kode etik DPRD, mengelola tenaga ahli fraksi dan tim ahli/kelompok 

pakar. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Bagian 

Perundang-Undangan mempunyai fungsi: 

a. Pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan peraturan daerah dan produk hukum 

DPRD 

b. Penghimpun, perawatan dan penyimpan produk hukum DPRD dan produk hukum 

lainnya 

c. Pengelolaan perpustakaan 

d. Pengumpul dan persiapan referensi hukum sebagai bahan rapat DPRD untuk 

pengambil keputusan 

e. Pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan pengambilan keputusan DPRD 

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat DPRD 

Kepala Bagian Perundang-Undangan ini membawahi mengenai beberapa sub bagian yakni 

sebagai berikut: 

a. Sub Bagian Kajian Penyusunan Peraturan 



 

 

b. Sub Bagian Dokumentasi Produk Hukum dan Perpustakaan 

 

2.3 Visi dan Misi 

Sasaran strategis telah ditetapkan dengan didasarkan pada visi, misi, dan tujuan yang akan 

dicapai selama periode 2019-2024, yaitu sebagai berikut: 

Visi Kabupaten Jombang : Bersama mewujudkan Jombang yang berkarakter 

dan berdaya saing 

Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang : Terwujudnya pelayanan yang berkualitas dan 

profesional dalam mendukung dan memfasilitasi 

tugas dan fungsi DPRD 

Misi Kabupaten Jombang : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih 

dan profesional, Mewujudkan masyarakat Jombang 

yang berkualitas, religius, dan berbudaya, 

Meningkatkan daya saing perekonomian daerah 

berbasis kerakyatan, potensi unggulan lokal dan 

industri.  

Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang 

profesional dan transparan, meningkatkan 

kompetensi sumber daya aparatur dan kualitas 

pelayanan Sekretariat DPRD 

Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang yang berkualitas dan profesional dalam 

memberikan pelayanan ini memberikan penjelasan bahwa aparatur Sekretariat DPRD dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh. Selain itu, dalam memberikan 

pelayanan dengan didukung guna perwujudan good governance melalui peningkatan selalu 

pelayanannya. Tujuanya agar dapat memberikan pelayanan administrasi secara optimal kepada 

anggota DPRD dan masyarakat di Kabupaten Jombang Jawa Timur. 

 

2.4 Tujuan 

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk 

mencapai visi, melalsanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah 

yang dihadapi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan 



 

 

dicapai atau dihasilkan. Dengan perumusan tujuan, maka Sekretariat DPRD dapat secara tepat 

mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misinya. Penetapan tujuan 

Sekretariat DPRD didasarkan pada isu-isu strategis yang ada. Tujuan menunjukkan suatu kondisi 

yang ingin dicapai dengan mengarahkan perumusan pada sasaran, program, kegiatan, serta sub 

kegiatan dalam rangka perwujudan misi yang sudah ditetapkan. 

Berdasarkan RPJMD tahun 2018-2023 yang tertuang dalam misi yaitu mewujudkan 

kualitas birokrasi profesional. Maka tujuan yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten 

Jombang adalah peningkatan pelayanan kepada anggota DPRD Kabupaten Jombang dalam 

menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Adapun indikator dari tujuan ini adalah persentase 

pelayanan kepada anggota DPRD dalam menjalan tugas dan fungsinya. Selain itu, juga mengenai 

indikator sasaran nilai evaluasi SAKIP dan indeks kualitas pelayanan publik Sekretariat DPRD 

Kabupaten Jombang. 

 

2.5 Sasaran 

Sasaran strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan 

dicapai/dihasilkan secara nyata dalam kurun waktu satu tahun. Penetapan sasaran dirumuskan 

lebih secara spesifik, terukur, orientasi pada hasil, dapat diwujudkan, dan memiliki kurun waktu 

jangka pendek. Setelah sasaran dirumuskan maka langkah yang diambil sejanjutnya adalah 

penetapan indikator kinerja terhadap masing-masing sasaran yang sudah di tetapkan.  

Sasaran strategis menjadi bagian dari sasaran yang wajib dilaksanakan dalam kurun waktu 

selama 5 (lima) tahun pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2018-2023. Sasaran 

strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang berdasarkan sasaran RPJMD tahun 2018-2023, 

yaitu meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan ditunjukkan pada 

tabel dibawah ini. Berikut ini adalah sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tahun 

2022, sebagai berikut: 

Gambar 2.2 Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang 2022 

 

 

 

 



 

 

2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 

Perjanjian kinerja merupakan langkah awal yang dilakukan sebelum menyusun Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mendefinisikan perjanjian 

kinerja sebagai lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih 

tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah guna melaksanakan program/kegiatan yang 

disertai dengan indikator yang sudah ditetapkan. 

Perjanjian kinerja Sekretariat DPRD dilakukan terhadap sasaran strategis yang sudah 

ditetapkan. Setelah target kinerja ditetapkan, kemudian pada akhir tahun berjalan dilakukan 

pengukuran terhadap kinerja sasaran tersebut. Hasil dari pengukuran kinerja dituangkan dalam 

LKjIP Sekretariat DPRD tahun 2022. Perjanjian kinerja merupakan tolak ukur dalam mengetahui 

keberhasilan dari sebuah organisasi dan juga menjadi dasar penilaian dalam melakukan evaluasi. 

Dalam hal ini, evaluasi yang dilakukan mengenai akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 

2022. Perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tahun 2022 dapat dilihat melalui 

tabel sebagai berikut. 

Gambar 2.3 Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tahun 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

BAB III  

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan dokumen perjanjian 

kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tahun 2022. Dokumen perjanjian kinerja digunakan 

sebagai dasar dalam melakukan pengukuran kinerja karena telah mempertimbangkan ketersediaan 

sumberdaya yang dimiliki Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tahun 2022. Tujuannya dapat 

menggambarkan kinerja Sekretariat DPRD secara realistis dengan dihubungkan pada anggaran 

yang tersedia. 

Pengukuran kinerja dilakukan dengan melalui pengumpulan data kinerja dari Pejabat 

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan didasarkan pada sasaran yang akan dicapai. 

Pengukuran kinerja meliputi pengukuran kinerja sasaran yang didasarkan pada dokumen 

perjanjian kinerja Sekretariat DPRD tahun 2022. Hasil pengukuran kinerja terdapat dalam formulir 

pengukuran kinerja yang mencerminkan tentang kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang 

tahun 2022.  

Adapun pencapaian tujuan dan sasaran dari Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang hingga 

tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Tujuan : “Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi melalui Deregulasi Kebijakan” 

Keberhasilan tujuan ini diukur melalui indikator kinerja yaitu Indeks Harmonisasi Peraturan 

Perundang-Undangan. Perkembangan capaian indikator kinerja tujuan diseleraskan dengan 

adanya beberapa sasaran strategis yang menjadi acuan untuk dapat menyukseskan pelaksanaan 

kinerja birokrasi yang lebih baik.  

 

 

 



 

 

Sasaran Strategis 1: 

Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

Keberhasilan sasaran strategis pertama ini diukur melalui indikator kinerja nilai SAKIP. Indikator 

kinerja nilai SAKIP merupakan perhitungan penghitungan pertumbuhan nilai SAKIP pada tahun 

evaluasi dibandingkan dengan nilai SAKIP tahun sebelumnya. 

Gambar 3.1 Nilai SAKIP tahun 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Nilai SAKIP tahun 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai tambah SAKIP adalah jumlah nilai tambah atas beberapa indikator yang mampu 

dilaksanakan dengan optimal. Berikut ini adalah indikator yang mampu ditingkatkan dalam 

pelaksanaannya, 

1) Penguatan komitmen mulai dari eselon 2 sampai dengan jabatan fungsional umum 

2) Penerapan anggaran berbasis kinerja 

3) Memberikan pemahaman implementasi SAKIP kepada ASN 



 

 

Berdasarkan data yang ada pada gambar diatas dapat dipahami bahwa realisasi nilai SAKIP dari 

tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami kenaikan. Realisasi di tahun 2021 dengan nilai 70,79% 

mengalami kenaikan dari targetnya sebesar 70,01%. Sementara itu, realisasi di tahun 2022 dengan 

nilai 74,77% mengalami kenaikan dari targetnya sebesar 74,5%.  

Tabel 3.1 Capaian Kerja SAKIP Nasional 

No Sasaran Strategis 
Indikator 

Kinerja 

Realisasi 

Keterangan 

Kinerja 

Sekretariat 

DPRD 

Kab.Jombang 

Tahun 2022 

Nasional 

1 2 3 5 6   

1 

Meningkatnya 

kualitas 

akuntabilitas 

kinerja intansi 

pemerintah 

Nilai SAKIP 74,77 

71,30 

(berdasarkan 

nilai rta-rata 

sakip dari 

kemenpanrb 

secara 

nasional)   

Realisasi pencapaian 

mengalami peningkatan 

104, 9 % 

Upaya capaian sasaran strategis meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah dengan indikator kinerja nilai SAKIP tahun 2022 didukung alokasi anggaran sebesar 

Rp.47.359.521.858,00 dengan realisasi sebesar Rp.45.461.264.756,00.  

Sasaran Strategis 2: 

Meningkatnya kualitas layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD 

Keberhasilan sasaran strategis pertama ini diukur melalui indikator kinerja indeks kualitas 

pelayanan publik (IKPP) Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang. Indikator kinerja indeks kualitas 

pelayanan publik (IKPP) Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang merupakan perhitungan 

penghitungan pertumbuhan pada tahun evaluasi dibandingkan dengan nilai indeks kualitas 

pelayanan publik (IKPP) tahun 2022 Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tahun sebelumnya. 

Gambar 3.3 Nilai Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Setwan tahun 2021 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Gambar 3.4 Nilai Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Setwan tahun 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai tambah IKPP Setwan adalah jumlah nilai tambah atas beberapa indikator yang mampu 

dilaksanakan dengan optimal. Berikut ini adalah indikator yang mampu ditingkatkan dalam 

pelaksanaannya, yakni peningkatan kualitas layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD.  

Berdasarkan data yang ada pada gambar diatas dapat dipahami bahwa realisasi nilai Indeks 

Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Setwan dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami penurunan. 

Realisasi di tahun 2021 dengan nilai 7,8% mengalami kenaikan dari targetnya sebesar 7,24%. 

Sementara itu, realisasi di tahun 2022 dengan nilai 7,04% mengalami kenaikan dari targetnya 

sebesar 7,384%.  

Tabel 3.2 Capaian Kerja Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Setwan Nasional 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja 

Realisasi 

Keterangan 

Kinerja 

Sekretariat 

DPRD 

Kab.Jombang 

Tahun 2022 

Nasional 

1 2 3 5 6   

1 

Meningkatnya 

kualitas layanan 

terhadap tugas dan 

fungsi DPRD 

Indeks Kualitas 

Pelayanan Publik 

(IKKP) Sekretariat 

DPRD 

7,04 7,4  

Realisasi terhadap 

target nasional 

sebesar 95,14 % 



 

 

Upaya capaian sasaran strategis meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah dengan indikator kinerja nilai Indeks Kualitas Pelayanan Publik Sekretariat DPRD 

tahun 2022 didukung alokasi anggaran sebesar Rp.23.617.750.000,00 dengan realisasi sebesar 

Rp.22.063.202.204,00.  

3.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 

didukung adanya sumber daya yang dimiliki, salah satunya mengenai sumber daya keuangan. 

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pencapaian sasaran 

strategis dengan pencapaian realisasi anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis 

tersebut. Berikut ini terdapat tabel efisiensi penggunaan sumber daya dari masing-masing sasaran 

strategis yang telah ditetapkan.  

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

Tabel 3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Sasaran Strategis  
Indikator 

Sasaran 

% Capaian 

Kinerja Tahun 

2022 

% Penyerapan 

Anggaran Tahun 

2022 

% Tingkat 

Efisiensi 

1 2 3 4 5 

Meningkatnya 

kualitas 

akuntabilitas 

kinerja instansi 

pemerintah 

Nilai SAKIP 100,36% 95,14% 5,22% 

 

Tabel 3.4 Realisasi Program 2022 

 

NO PROGRAM SASARAN INDIKATOR 
2022 

SATUAN TARGET REALISASI 

1 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

 TERLAKSANANYA 
PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH 

KABUPATEN/ KOTA  

Persentase rata-rata 
capaian kinerja aparatur 

Formulasi: 

Jumlah capaian kinerja 

seluruh pns di opd dibagi 
jumlah pegawai kali 

100% 

Persen  100% Rp45,461,264,756 

2 

PROGRAM 
DUKUNGAN 

PELAKSANAAN 

TUGAS DAN 

FUNGSI DPRD 

Terlaksananya 

PROGRAM 
DUKUNGAN 

PELAKSANAAN 

TUGAS DAN 

FUNGSI DPRD 

IKM Persen  100% Rp22,063,202,204 

IPP Persen  100% Rp22,063,202,204 



 

 

 

 

 

Dari tabel diatas tampak bahwa pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan persentase capaian kinerja tahun 2022 sebesar 

100,36% dan persentase penyerapan anggaran tahun 2022 sebesar 95,14% telah mengefisiensi 

penggunaan sumber daya sebesar 5,22%. 

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kualitas layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD 

Tabel 3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Sasaran Strategis  
Indikator 

Sasaran 

% Capaian 

Kinerja Tahun 

2022 

% Penyerapan 

Anggaran Tahun 

2022 

% Tingkat 

Efisiensi 

1 2 3 4 5 

Meningkatnya 

kualitas layanan 

terhadap tugas 

dan fungsi 

DPRD 

Indeks Kualitas 

Pelayanan 

Publik (IKPP) 

Sekretariat 

DPRD 

95,34% 83,08% 12,26% 

 

Dari tabel diatas tampak bahwa pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas 

layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) 

Sekretariat DPRD dengan persentase capaian kinerja tahun 2022 sebesar 95,34% dan persentase 

penyerapan anggaran tahun 2022 sebesar 22.063.202.204 (Dua Puluh Dua Miliar Enam Puluh Tiga 

Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Empat Rupiah) atau 83,08% telah mengefisiensi 

penggunaan sumber daya sebesar 12,26%. 

3.3 Realisasi Anggaran 

Pencapaian kinerja sasaran strategis tidak dapat dilepaskan dengan anggaran yang sudah 

disediakan guna merealisasikan seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang sudah 

ditetapkan. Evaluasi perjanjian kinerja dan anggaran tahun 2022, perlu dilakukan upaya 

perbandingan antara persentase capaian kinerja dengan bentuk persentase penyerapan anggaran 

terdapat pada tabel dibawah ini. Dengan melakukan mekanisme perbandingan maka akan sangat 

dimungkinkan akan terjadi perbaikan kedepannya. Perbandingan ini mengenai target pencapaian 

indikator sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Dari hasil pengukuran kinerja 



 

 

tersebut, didapatkan data bahwa capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Tahun 

2021 dan 2022 adalah sebagai berikut:  

 

 

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2022 

No 
Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Target 

Realisasi 

Tahun 2021 Tahun 2022 

1 2 3 4 5 6 

1 

Meningkatnya 

kualitas 

akuntabilitas 

kinerja intansi 

pemerintah 

Nilai SAKIP 74,5 70,79 74,77 

2 

Meningkatnya 

kualitas layanan 

terhadap tugas 

dan fungsi 

DPRD 

Indeks Kualitas 

Pelayanan Publik 

(IKKP) 

Sekretariat 

DPRD 

7,384 7,8 7,04 

Dari tabel diketahui bahwa dari sasaran 1 terdapat peningkatan realisasi kinerja yang sangat 

signifikan. Sedangkan, untuk sasaran kedua yakni peningkatan kualitas layanan terhadap tugas dan 

fungsi DPRD mengalami penurunan yang sangat signifikan. Hal ini terlihat jelas dari realisasi yang 

jauh dibawah realisasi tahun 2021 dan dibawah target sasaran tahun 2022 yang akan dicapai. 

 Berikut ini mengenai rincian penggunaan anggaran pada tahun 2022 dari Sekretariat 

DPRD Kabupaten Jombang yang tertuang dalam bentuk tabel dibawah ini: 

Gambar 3.5 Rincian Penggunaan Anggaran tahun 2022 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dipahami bahwa alokasi anggaran yang diperuntukan sasaran 

strategis pertama yakni meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan 

program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota sebesar Rp.47.359.521.858,00. 

Sementara itu, untuk alokasi anggaran yang diperuntukan kepada sasaran strategis meningkatnya 



 

 

kualitas layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD dengan program dukungan pelaksanaan tugas 

dan fungsi DPRD sebesar Rp. 23.617.750.000,00.  

 

 

 

 Kemudian, mengenai pencapaian kinerja dan anggaran program yang akan tertuang pada 

tabel dibawah ini: 

Gambar 3.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi 

 Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja serta menumbuhkembangkan budaya 

kinerja, selama tahun 2022 Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang telah melakukan beberapa 

upaya perbaikan implementasi dari sasaran strategis yang telah dilaksanakan, sebagai berikut: 

1) Manajemen kinerja dilakukan secara berkelanjutan dan terstruktur, melalui pengembangan 

SDM yang menangani akuntabilitas. Optimalisasi kegiatan sosialisasi dan workshop, 

pembinaan dan pendampingan, serta evaluasi akuntabilitas kinerja. Menyediakan fasilitasi 

konsulitasi kepada setiap unit kerja baik secara individu maupun dalam bentuk 

forum/pertemuan tertentu serta membangun forum diskusi online melalui media email 

maupun WhatsApp. Upaya lain yang dilakukan dengan mengikutsertakan petugas yang 

menangani akuntabilitas kinerja untuk mengikuti bimtek, sosialisasi, atau worshop instansi 

terkait 

2) Mengoptimalkan target dari sasaran strategis yang sudah ditetapkan dengan menguatkan 

indikator pelaksananya dengan baik dan tepat. Selain itu, didukung dengan upaya 



 

 

implementasi secara detail dan penuh kehati-hatian guna keberhasilan sasaran dan program 

strategis yang sudah ditetapkan 

3) Memberikan monitoring secara berkala kepada pegawai Sekretariat DPRD yang 

melakukan pelayanan publik 

4) Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang berkomitmen untuk memperhatikan dan 

menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP yang telah diberikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BAB IV 

PENUTUP 

BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Provinsi Jawa 

Timur tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas bentuk kinerja yang bertujuan 

untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat 

DPRD Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 yang termuat mengenai uraian 

tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program, dan juga sasaran yang telah tercapai selama 

satu periode oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur. 

Secara umum pencapaian kinerja sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang 

tahun 2022 sebesar 100%. Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian sasaran strategis yang 

sudah direncanakan diperoleh dana melalui APBD tahun 2022 sebesar Rp.70.977.271.858,00 dan 

yang terealisasi sebesar Rp.67.524.466.960,00 dengan persentasenya adalah sebanyak 89,11%. 

Dari 2 (dua) indikator kinerja utama, secara keseluruhan indikator kinerjanya mengalami hasil 

yang optimal. Pertama, mencapai target yaitu nilai SAKIP mencapai 100,36%. Kedua, indikator 

nilai Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Sekretariat DPRD mencapai 95,34%. Namun, dari 

indikator kedua ini nilai target tidak tidak dapat terpenuhi secara optimal/realisasi lebih kecil 

dibandingkan nilai target yang sudah ditetapkan. 

Dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD 

Kabupaten Jombang tahun 2022 masih terdapat beberapa kendala yang ditemui, yakni sebagai 

berikut: 



 

 

1) Belum optimalnya kualitas pelayanan publik yang dapat dianalisis dari realisasi lebih kecil 

dibandingan target yang sudah ditetapkan. Kemudian, juga didukung dengan realisasi tahun 

2022 lebih kecil dibandingkan di tahun 2021 

2) Sumber daya aparatur di Sekretariat DPRD yang masih belum optimal secara kuantitas dan 

juga kualitasnya 

3) Belum adanya SOP tiap bagian di Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang yang mengatur 

mengenai mekanisme pelaksanaan mekanisme kegiatan 

4) Perencanaan dan pembuatan beberapa laporan hanya dibebankan kepada salah satu sub bagian 

saja di Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang menjadikan kurang terkordinasi pengumpulan 

kinerja masing-masing bagian 

5) Pembagian kinerja/manajerial sumber daya aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang 

yang masih belum jelas dan terukur 

 

4.2 Rekomendasi 

Berdasarkan pada kesimpulan diatas dapat diketahui bahwa masih terdapat hal yang 

menjadi kendala dalam pelaksanaan kinerja. Kendala dan hambatan tersebut menjadi 

permasalahan dalam keberjalanan proses kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang. Oleh 

karena itu, perlu adanya upaya perbaikan berupa peningkatan kinerja dalam pencapaia sasaran dan 

tujuan yang sudah ditetapkan diantaranya sebagai berikut: 

1) Melakukan peningkatan pelayanan yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang dari 

masing-masing bagian. Optimalisasi dari segi efektifitas dan efisiensi waktu yang 

dipergunakan dalam menyelesaikan tugas dan fungsinya. Orientasi pada kecepatan dan 

kualitas pelayanan secara baik 

2) Perlu melakukan perekrutan sumber daya aparatur baru yang ada di Sekretariat DPRD 

Kabupaten Jombang. Dengan catatan melalui seleksi yang ketat dengan berpedoman pada 

kualitas dan kompetensi para calon 

3) Membuat SOP sebagai pedoman baku dalam mengatur sistematika pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang. SOP ini sebagai upaya untuk 

meminimalisasi adanya tumpang tindih kewenangan tiap individu yang ada di Sekretariat 

DPRD Kabupaten Jombang 



 

 

4) Menentukan tim pelaksana tugas secara kontinu dari tiap bagian yang ada di Sekretariat DPRD 

Kabupaten Jombang dengan mengedepankan akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi 

aparaturnya 

5) Melakukan pembagian kinerja sumber daya aparatur di Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang 

dengan secara detail. Tujuannya untuk menghindari ketimpangan dalam menyelesaikan tugas 

pokok dan fungsinya. Selain itu, juga untuk mengurangi adanya kesalahan-kesalahan dari tiap 

individunya yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang. 

Demikian Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tahun 2022 yang dapat 

disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban, transparansi, dan akuntabilitas atas pelaksanaan 

tugas dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan pada kewenangan yang diberikan 

sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.  

 

Jombang,    Januari 2023 

SEKRETARIAT DPRD  

KABUPATEN JOMBANG 

 

 

        Drs. BAMBANG SRIYADI, M.Si 

        Pembina Utama Muda (IV/c) 

        NIP. 196807091989031007 
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C. Proses Bisnis Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 



 

 

MATRIK TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP  

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JOMBANG 

TAHUN 2022 

NO REKOMENDASI  
RENCANA AKSI TINDAK  
LANJUT  TARGET 

PENANGGUNG  
JAWAB 

STATUS/PROGRES  
PENYELESAIAN  

1 Dalam menetapkan target 
kinerja terutama pada IKU 
dibuat dengan perhitungan 
perhitungan yang logis dan  
realitis dengan 
melampirkan/  
mencantumkan basis data 
yang memadai (basis data 
tahun sebelumnya) serta 
menunjukan titik berat 
komponen-komponen yang 
akan dijadikan fokus untuk 
kenaikan target dalam satu 
indikator. 

Suah Direview dan  
Ditindaklanjuti di Kertas  
Kerja 

Tri bulan  
1 tahun  
2023 

Ketua Tim Sakip  
Sekretariat  
DPRD 

Sudah Masuk  
Kertas Kerja 2023 

2 Mengusulkan penggunaan 
teknologi informasi 
(aplikasi) dalam pengukuran 
capaian kinerja. 

Suah Direview dan  
Ditindaklanjuti untuk 
pengumpulan dokumen 
melalui google drive 

Tri bulan  
1 tahun  
2023 

Ketua Tim Sakip  
Sekretariat  
DPRD 

pengumpulan 
dokumen capaian 
kinerja pada google 
drive 

3 Memerintahkan kepada tim 
penyusun dokumen SAKIP 
untuk melakukan revisi 
Dokumen Laporan Kinerja 
(LKJiP) agar mengungkap 
seluruh informasi tentang 
pencapaian kinerja dan 
menambahkan informasi 
tentang Ringkasan Laporan  
Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP 
Tahun  2021 oleh 
lnspektorat dan Tindak 
Lanjut Evaluasi (LHE) SAKIP 
Tahun 2021. 

Suah Direview dan  
Ditindaklanjuti  
Monitoring Internal 

Tri bulan  
1 tahun  
2023 

Ketua Tim Sakip  
Sekretariat  
DPRD 

Sudah Ditindak 
lanjuti di LHE 2021 
dan tindak lanjut 
LHE 2021 dupload 
di google drive 

4 Mengusulkan bimbingan 
teknis evaluasi SAKIP bagi 
anggota tim evaluasi SAKIP 
internal sehingga terdapat 
peningkatan kompetensi. 

Suah Direview dan 
Ditindaklanjuti untuk 
diusulkan mengikuti 
bimbingan teknis 
tentang SAKIp 

2023 

Ketua Tim Sakip  
Sekretariat  
DPRD 

Sudah Ditindak 
lanjuti agar seluruh 
tim SAKIP diikutkan 
bimtek tentang 
SAKIP yang ada 
pada tahun 2023  



 

 

5 Melaksanakan Evaluasi 
Akuntabilitas Kinerja 
dengan pendalaman yang 
memadai, yaitu pada Berita 
Acara Evaluasi Akuntabilitas 
untuk menggambarkan 
kondisi, hambatan dan 
upaya perbaikan yang nyata 

Suah Direview dan  
Ditindaklanjuti  
Monitoring Internal 

2023 

Ketua Tim Sakip  
Sekretariat  
DPRD 

Sudah Ditindak 
lanjuti di monev 
renaksi, kurja dan 
SKP tribulan 1 2023 

6 Mengusulkan penggunaan 
teknologi informasi 
(aplikasi) dalam 
pelaksanaan evaluasi 
akuntabilitas kinerja 
internal. 

Suah Direview dan  
Ditindaklanjuti  
Monitoring Internal 

2023 

Ketua Tim Sakip  
Sekretariat  
DPRD 

Sudah Ditindak 
lanjuti di  
pengumpulan 
semua dokumen  
melalui aplikasi 
google drive 

 Jombang,  4 April 2023     

Sekretaris DPRD  

   Drs. BAMBANG SRIYADI, M.Si 

    NIP. 19680709 198903 1 007 
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Lampiran 1 

KERTAS KERJA PENETAPAN INDIKATOR DAN TARGET SEKRETARIAT DPRD  TAHUN 2023 SEKRETARIAT 

DPRD KABUPATEN JOMBANG 

KERTAS KERJA PENETAPAN INDIKATOR DAN TARGET INDIKAOR KINERJA UTAMA (IKU)  TAHUN 2023 

NO SASARAN INDIKATOR SATUAN TARG ET  KETERANGAN 

1 Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintah  

Nilai Evaluasi AKIP  Nilai Sakip : Dari Inspektorat dan Bagian  
Organisasi  

BB 76,5 Target ditetapkan BB (76,5) berdasarkan  
Renstra thn 2023, Hambatan : Pemahaman 
terhadap evaluasi SAKIP masih Kurang, Solusi :  
Melaksanakan Rapat Internal dan  
Berkoordinasi dengan Instansi terkait 

2 Meningkatnya kualitas layanan terhadap 
tugas dan fungsi DPRD 

Indeks kualitas pelayanan publik sekretariat 
DPRD  𝐼   2,5 + 𝐼  2  

IKPP =  2 
Nilai IKM : Dari Bagian Organisasi                            
Nilai IKPP : Dari Bagian Organisasi   

7,39 Target ditetapkan 7,39 berdasarkan target  
Renstra thn 2023, Hambatan : pengukuran IKM 
dan IPP mengikuti jadwal pelaksanaan dari 
bagian Organisasi, Solusi : Berkoordinasi 
dengan Bagian Organisasi untuk menentukan 
jadwal pengukuran. 
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KERTAS KERJA PENETAPAN INDIKATOR DAN TARGET PROGRAM (ESELON II) TAHUN 2023 

NO PROGRAM SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET  KETERANGAN 

1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN  
PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA 

 TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG  
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/ KOTA  

Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur 
Formulasi: 
Jumlah capaian kinerja seluruh pns di opd dibagi 
jumlah pegawai kali 100% 

Persen 100 Target ditetapkan 100 % berdasarkan target 
Renstra thn 2023, Hambatan : pemahaman 
target kinerja Pegawai masih kurang,  Solusi : 
Melaksanakan Rapat Internal dan berkoordinasi 
dengan masing-masing bidang. 

2 PROGRAM DUKUNGAN  
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI  
DPRD 

Terlaksananya PROGRAM DUKUNGAN 
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 

IKM Indek 83,31 Target ditetapkan 85,68 berdasarkan Renstra 
thn 2023, Hambatan : pengukuran IKM 
menyesuaikan jadwal dari bagian Organisasi, 
Solusi : Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi 
untuk mempersiapkan dokumendokumen yang 
dibutuhkan. 

IPP Indek 3,00  

Target ditetapkan 3,00 berdasarkan target  
Renstra thn 2023, Hambatan : pengukuran IPP 
menyesuaikan jadwal dari bagian Organisasi, 
Solusi : Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi 
untuk mempersiapkan dokumendokumen yang 
dibutuhkan.  

              Jombang,      Pebruari  2023                       

  

SEKRETARIS  DPRD  

KABUPATEN JOMBANG  

  

  

  

Drs. BAMBANG SRIYADI, M.Si 

Pembina Utama Muda  

NIP.19680709 198903 1 007 
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Lampiran 2 

KERTAS KERJA PENETAPAN INDIKATOR DAN TARGET BAGIAN UMUM TAHUN 2023 

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JOMBANG 

NO  KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET  KETERANGAN 

A. BAGIAN UMUM      

1 Perencanaan, Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  

Prosentase  dokumen  
perencanaa, penganggaran dan evaluasi 
kinerja PD yang tersususn secara aturan 

% 100 Target ditetapkan 100 % berdasarkan rencana 
pelaksanaan Kegiatan thn 2023, Hambatan : 
pemahaman terhadap penyusunan dan bahan 
penyusunan masih kurang, Solusi : 
Melaksanakan Rapat Internal dan berkoordinasi 
dengan masing-masing bidang. 

1,1  Penyusunan Dokumen Perencanaan  
Perangkat Daerah  

Tersusunya Dokumen Perubahan Renstra  
2018-2023 dan dokumen Renja 

Jumlah dokumen  perencanaan PD  Dokumen 3 Target ditetapkan 3 dok berdasarkan target 
rencana 1 dokumen Renstra Perubahan dan 1  
Dokumen Renja tahun 2023 dan renja 
Perubahan tahun 2023, Hambatan : data 
dukung masih kurang, Solusi : Melaksanakan 
Rapat Internal dan berkoordinasi dengan 
masing-masing bidang. 
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1,2  Evaluasi kinerja perangkat daerah   Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat  
Daerah  

Jumlah laporan capain kinerja dan ikhtisar 
realisasi kinerja SKPD  dan laporan hasil 
koordinasi  penyusunan  laporan capaian 
kinerja  dan ikhtisar  realisasi kinerja SKPD 

Laporan 5 Target ditetapkan 5 laporan berdasarkan 
rencana pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023, 
yaitu Laporan Monev Renaksi, Laporan 
Pengukuran Kinerja, Laporan Realisasi Kinerja,  
Laporan Capaian Kinerja, dan Laporan LKJIP 
OPD, Hambatan : Koordinasi dan pemahaman 
data yang masih kurang, Solusi : Melaksanakan 
Rapat Internal dan berkoordinasi dengan 
masing-masing bidang. 

 

2 Administrasi Umum Perangkat  
Daerah 

Terlaksananya Administrasi Umum  
Perangkat Daerah 

 Persentase  pemenuhan  pelayanan  
administrasi perkantoran 

Persen 100 Target ditetapkan 100 % berdasarkan rencana 
pelaksanaan Kegiatan thn 2023 dari 
pelaksanaan sub Kegiatan, Hambatan, Jumlah 
Sub Kegiatan yang cukup banyak yaitu ada 7 sub 
Kegiatan, Solusi : Melaksanakan Rapat Internal 
dan berkoordinasi dengan masingmasing 
Pelaksana. 

2,1 Penyediaan Komponen Instalasi  
Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 

Tercukupinya Komponen Instalasi  
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

 Jumlah  Paket  Komponen  Instalasi  
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 
Disediakan 

Paket  20 Target ditetapkan  20 Jenis berdasarkan rencana 
pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023,  
Hambatan : Koordinasi yang masih kurang, 
Solusi : Melaksanakan Rapat Koordinasi Internal 
dan Eksternal. 

2,2 Penyediaan Peralatan dan  
Perlengkapan Kantor 

Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan  
Kantor 

 Jumlah     Paket     Peralatan     dan  
Perlengkapan Kantor yang Disediakan 

Paket  21 Target ditetapkan  21 Jenis berdasarkan rencana 
pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023,  
Hambatan : Koordinasi yang masih kurang, 
Solusi : Melaksanakan Rapat Koordinasi Internal 
dan Eksternal.  

2,3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga  
Kantor 

Jumlah  Paket  Peralatan  Rumah  Tangga 
yang Disediakan 

Paket  17 Target ditetapkan  17 Jenis berdasarkan rencana 
pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023,Hambatan : 
Koordinasi yang masih kurang, Solusi : 
Melaksanakan Rapat Koordinasi Internal dan 
Eksternal.  
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2,4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah   Paket   Bahan   Logistik   Kantor 
yang Disediakan 

Paket  1 Target ditetapkan  1 paket  berdasarkan 
rencana pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023, 
Hambatan : pengeluaran BBM sering melebihi 
kuota yang telah ditetapkan, Solusi : Memberi 
arahan pada pelaksana agar penggunaan BBM 
sesuai aturan yg berlaku. 

2,5 Fasilitasi Kunjungan Tamu Terfasilitasinya Kunjungan Tamu DPRD Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan                12  Target ditetapkan  12 Laporan berdasarkan 
rencana pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023, 
Hambatan : Tamu yang datang tidak dapat 
diprediksi jumlah dan tanggalnya, Solusi : 
Menetapkan target untuk membatasi jumlah 
tamu yang datang 

 

2,6 Penyediaan Barang Cetakan dan  
Penggandaan 

Tersedianya Barang Cetakan dan  
Penggandaan  

Jumlah  Paket  Barang  Cetakan  dan 
Penggandaan yang Disediakan 

Paket  10 Target ditetapkan  10 Paket  berdasarkan 
rencana pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023, 
Hambatan : Jumlah Kebutuhan Barang cetakan 
tidak dapat diprediksi, Solusi : Menetapkan  
Batas penggunaan anggaran barang cetakan.   

2,7 Penyediaan Bahan Bacaan dan  
Peraturan Perundang-Undangan 

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan  
Perundang-undangan 

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-Undangan yang 
Disediakan 

Dokumen 10 Target ditetapkan  10 Dokumen berdasarkan 
rencana pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023,  
Hambatan : Media Cetak dan Online dalam 
pengajuan dananya tidak dapat terprediksi, 
Solusi : Memberikan Batasan pengajuan dana 
yang bisa dipenuhi. 

2,7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

Terlaksananya fasilitasi/pendampingan 
penyelenggaraan rapat koordinasi dan 
konsultasi SKPD Pimpinan dan Anggota  
DPRD luar daerah 

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat  
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

Laporan 12 Target ditetapkan  12 Laporan berdasarkan 
rencana pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023,  
Hambatan : penyusunan laporan yang tidak 
tepat waktu, Solusi : memberikan batas waktu 
pengumpulan laporan. 
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3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan  
Pemrintahan Daerah 

Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang  
Urusan Pemerintahan Daerah 

Persentase pemenuhan Jasa penunjang urusan 
pemerintah daerah 

% 100 Target ditetapkan 100 % berdasarkan rencana 
pelaksanaan Kegiatan thn 2023, Hambatan : 
Penggunaan dana tidak dapat diprediksi, Solusi 
: Melakukan Koordinasi secara internal dan 
eksternal.   

3,1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya 
air dan listrik 

Jumlah  jenis  belanja  persuratan
  yang tercukupi 

Jenis 2 

48 

Target ditetapkan  2 Jenis berdasarkan rencana 
pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023,  Hambatan 
: Penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air 
dan listrik tidak terprediksi , Solusi : Melakukan 
Koordinasi secara internal dan eksternal. 

3,2 Penyediaan Jasa Komunikasi,  
Sumberdaya Air dan Listrik 

Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya 
air dan listrik 

Jumlah  Laporan  Penyediaan  Jasa  Komunikasi,  
Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 

Laporan Target ditetapkan  48 laporan berdasarkan 
rencana pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023,  
Hambatan : Penggunaan jasa komunikasi, 
sumber daya air dan listrik tidak terprediksi , 
Solusi : Melakukan Koordinasi secara internal 
dan eksternal. 

 

3,3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum  
Kantor 

Terpenuhi tenaga administrasi, iuran 
asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan  
Non PNS dan jasa kebersihan kantor 

Jumlah   Laporan   Penyediaan   Jasa    
Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 

Laporan 60 Target ditetapkan  60 Laporan berdasarkan 
rencana pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023,  
Hambatan : Jumlah tenaga administrasi non 
PNS belum sesuai kebutuhan, Solusi :  
Melakukan Koordinasi dengan instansi terkait 
agar menyesuaikan kebutuhan tenaga 
administrasi yang diperlukan dan 
meningkatkan SDM Non PNS yang sudah ada. 

4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah  
Penunjang Urusan Pemerintah  
Daerah 

Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik  
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Prosentase 
Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik 

% 100 Target ditetapkan 100 % berdasarkan rencana 
pelaksanaan Kegiatan thn 2023,  Hambatan : 
Kondisi sarana dan prasarana instansi yang 
tidak teratur dan tertata, Solusi :  
melaksanakan koordiansi dengan pihak terkait 
dan melakukan inventarisasi sarana dan 
prasarana yang ada.    
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4,1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya  
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan  
Perorangan Dinas atau Kendaraan  
Dinas Jabatan  

Terlaksananya Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan perorangan Dinas atau 
kendaraan Dinas Jabatan 

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajaknya 

unit 5 Target ditetapkan  5 unit berdasarkan rencana 
pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023,  Hambatan 
: Pemeliharaan kendaraan dinas yang tidak 
dapat diprediksi, Solusi :  
melaksanakan rapat koordinasi dengan pihak 
ketiga dan pembatasan pemakaian sesuai 
aturan yang berlaku.    

5,2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya  
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan  
Kendaraan Dinas Operasional atau  
Lapangan 

Terlaksananya Pemeliharaan dan Pajak  
Kendaraan Dinas Operasional atau  
Lapangan 

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 
Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak 
dan Perizinannya 

unit 39 Target ditetapkan  39 Unit berdasarkan rencana 
pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023, Hambatan 
: jumlah kendaraan yang banyak membuat 
pemeliharaan tidak maksimal, Solusi : 
melaksanakan rapat koordinasi dengan pihak 
ketiga dan pembatasan pemakaian sesuai 
aturan yang berlaku.   

5,3 Pemeliharaan/  Rehabilitasi Gedung  
Kantor dan Bangunan Lainnya 

Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi  
Gedung / Bangunan Kantor 

Jumlah pemeilharaan Pemeliharaan /  
Rehabilitasi Gedung / Bangunan Kantor 

unit 1 Target ditetapkan 1 unit berdasarkan rencana 
pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023, Hambatan 
: ketersediaan pihak ke 3 sangat terbatas, Solusi 
: melakukan koordinasi dengan pihak ke 3 dan 
instansi terkait.    

    Jombang,     Pebruari 2023    

  

KEPALA BAGIAN UMUM 

SEKRETARIAT  DPRD  KABUPATEN JOMBANG  

 
DHIAN RETNO NUGRAHENI, SE 

Pembina  (IV/b) 
NIP.19740828 199901 2 001 
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Lampiran 3. 

KERTAS KERJA PENETAPAN INDIKATOR DAN TARGET BAGIAN KEUANGAN TAHUN 2023 

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JOMBANG 

NO KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET  KETERANGAN 

B BAG. KEUANGAN     

1 Administrasi Keuangan Perangkat  
Daerah 

 Terlaksananya Administrasi Keuangan  
Perangkat Daerah  

Prosentase laporan keuangan yang tersusun 
sesuai aturan  

% 100,00 Target ditetapkan 100 % berdasarkan rencana 
pelaksanaan Kegiatan thn 2023, Hambatan : 
jumlah ASN yang pensiun, Solusi : melakukan 
pendataan jumlah ASN yang pensiun.   

1,1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  Terlaksananya penyediaan  Gaji dan  
Tunjangan ASN  

Jumlah orang  yang menerima Gaji dan 
tunjangan ASN 

Orang/Bulan 31 Target ditetapkan  31 orang  berdasarkan 
rencana pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023, 
Hambatan : jumlah ASN yang pensiun, Solusi :  
melakukan pendataan jumlah ASN yang 
pensiun.    

1,2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan  
Keuangan Bulanan/    
Triwulan/Semesteran SKPD 

 Terlaksananya  Koordinasi dan  
Penyusunan Laporan Keuangan  
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD  

Jumlah dokumen penatausahaan  dan 
pengujian/verivikasi keuangan 

Dokumen 12 Target ditetapkan  12 Laporan  berdasarkan 
rencana pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023, 
Hambatan : Keterlambatan penyelesaian 
laporan keuangan, Solusi : menyelesaikan 
laporan diluar jam kerja. 

2 Administrasi Kepegawaian Perangkat  
Daerah 

 Terlaksananya Administrasi Kepegawaian  
Perangkat Daerah  

Persentase  pemenuhan  Administrasi  
Kepegawaian Perangkat Daerah 

% 100 Target ditetapkan 100 % berdasarkan rencana 
pelaksanaan Kegiatan thn 2023, Hambatan : 
Pelaksanaan Kegiatan administrasi kepegawaian 
bersifat fluktuatif dan tidak terprediksi, Solusi : 
melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan 
menetapkan target pelaksanaan kegiatan.   

2,1 Bimbingan Teknis Implementasi  
Peraturan Perundang-undangan 

 Terlaksananya Bimbingan Teknis 
Implementasi peraturan 
perundangundangan Undangan  

Jumlah pegawai peserta bimbingan teknis 
Implementasi peraturan 
perundangundangan Undangan 

Orang 50 Target ditetapkan  50 orang  berdasarkan 
rencana pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023, 
Hambatan : Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan  
Teknis bersifat fluktuatif dan tidak terprediksi, 
Solusi : melakukan koordinasi dengan pihak 
terkait dan menetapkan target pelaksanaan 
kegiatan.  
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3 Layanan Keuangan dan  
Kesejahteraan DPRD 

 Terlaksananya Layanan Keuangan dan  
Kesejahteraan DPRD  

Persentase  Layanan  Keuangan  dan  
Kesejahteraan DPRD yang diberikan 

% 100 Target ditetapkan  100 %  berdasarkan 
rencana pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023, 
Hambatan : Pelaksanaan Layanan Keuangan 
dan Kesejahteraan DPRD tidak dapat 
diprediksi, Solusi : melaksanakan rapat 
koordinasi internal dan eksternal.  

3,1  Penyelenggaraan Administrasi  
Keuangan DPRD  

 Terlaksananya Penyelenggaraan  
Administrasi Keuangan DPRD  

Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan  
DPRD  

Orang/Bulan 50 Target ditetapkan  50 orang/bulan  berdasarkan 
rencana pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023, 
Hambatan : Penyediaan Pakaian Dinas dan 
Atribut DPRD tidak bisa diprediksi, Solusi : 
melaksanakan rapat koordinasi internal dan 
eksternal. 

3,2  Penyediaan Pakaian Dinas dan  
Atribut DPRD  

 Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas 
dan Atribut DPRD  

Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut 
DPRD 

yang Disediakan 

Paket  3 Target ditetapkan  3 paket  berdasarkan 
rencana pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023, 
Hambatan : Penyediaan Pakaian Dinas dan 
Atribut DPRD tidak bisa diprediksi, Solusi : 
melaksanakan rapat koordinasi internal dan 
eksternal. 

3,3  Pelaksanaan Medical Check Up   
DPRD  

 Terlaksananya  Medical Check Up  DPRD  Jumlah Orang yang Mengikuti Medical  
Check Up DPRD 

Orang 50 Target ditetapkan  50 orang  berdasarkan 
rencana pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023, 
Hambatan : Pelaksanaan medical chek up di 
sesuaikan dengan kebutuhan DPRD, Solusi : 
melakukan penjadwalan medical chek up dan 
berkoordinasi secara internal dan eksternal. 

Jombang,      Pebruari 2023    

KEPALA BAGIAN KEUANGAN 

SEKRETARIAT DPRD  KABUPATEN JOMBANG 

 

JUNY RETNO INDRAWATI, SE, MKP 
Pembina (IV/b) 

NIP.  19700617 199803 2 006 
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Lampiran 4. 

KERTAS KERJA PENETAPAN INDIKATOR DAN TARGET BAGIAN PERUNDANGAN-UNDANGAN TAHUN 2023 

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JOMBANG 

NO KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET  KETERANGAN 

C BAGIAN PERUNDANGAN-UNDANGAN   

1 Pembentukan Peraturan Daerah dan  
Peraturan DPRD 

Terfasilitasinya Layanan Pembentukan  
Produk Hukum DPRD yang Berkualitas 

Jumlah  Dokumen Perda yang dihasilkan   dokumen 3 Target ditetapkan 3 dokumen berdasarkan 
rencana pelaksanaan kegiatan thn 2023, 
Hambatan : Raperda inisiatif yang dihasilkan 
DPRD tidak bisa diprediksi, Solusi : melakukan 
penetapan target raperda inisiatif yang 
dihasilkan setiap tahun. 

1,1 Fasilitasi penyusunan Penjelasan/  
Keterangan dan / atau Naskah  
Akademik 

Terlaksananya  Fasilitasi penyusunan  
Penjelasan/ Keterangan dan / atau Naskah 
Akademik 

Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan  
Penjelasan atau Keterangan dan/atau  
Naskah Akademik yang Difasilitasi 

dokumen                  3  Target ditetapkan 3 dokumen berdasarkan 
rencana pelaksanaan sub kegiatan thn 2023, 
Hambatan : Penyusunan Dokumen Naskah  
Akademik yang disesuaikan dengan kebutuhan 
DPRD, Solusi : melakukan koordinasi internal 
dan eksternal. 

1,2 Penyelenggaraan Kajian Perundang- 
Undangan 

Terlaksanya Penyelenggaraan Kajian  
Perundang-Undangan 

Jumlah Dokumen Kajian Perundang- 
Undangan 

dokumen 20 Target ditetapkan 20 dokumen berdasarkan 
rencana pelaksanaan sub kegiatan thn 2023, 
Hambatan : produk hukum yang dihasilkan 
tidak bisa diprediksi, Solusi : melakukan rapat 
koordinasi dengan instansi terkait dan 
melakukan rapat internal DPRD. 

1,3 Penyusunan dan Pembahasan  
Program Pembentukan Peraturan  
Daerah 

Terlaksananya Penyusunan dan  
Pembahasan Program Pembentukan  
Peraturan Daerah 

Jumlah dokumen program pembentukan 
peraturan daerah 

dokumen 2 Target ditetapkan 2 dokumen berdasarkan 
rencana pelaksanaan sub kegiatan thn 2023, 
Hambatan : penyusunan peraturan daerah yang 
bersifat fluktuatif dan tidak terprediksi, Solusi : 
melakukan penjadwalan dan penetapan target 
dalam pelaksanaan penyusunan. 
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1,4 Pembahasan Rancangan Perda Terlaksananya Pembahasan Rancangan  
Perda 

Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan  
Rancangan Peraturan Daerah 

dokumen 7 Target ditetapkan 7 dokumen  berdasarkan 
rencana pelaksanaan sub kegiatan thn 2023, 
Hambatan : Pembahasan Raperda yang 
disesuaikan dengan kegiatan DPRD, Solusi : 
melakukan penjadwalan dan berkoordinasi 
secara internal dan instansi terkait. 

2 Peningkatan Kapasitas DPRD Terfasilitasinya Layanan Peningkatan  
Kapasitas DPRD 

Jumlah Anggota DPRD yang mendapatkan 
peningkatan kapasitas 

Orang 50 Target ditetapkan 50 layanan berdasarkan 
rencana pelaksanaan sub kegiatan thn 2023, 
Hambatan : pelaksanaan peningkatan kapasitas 
DPRD tidak dapat terprediksi, Solusi :  
melakukan rapat koordinasi internal dan 
penjadwalan kegiatan DPRD. 

2,1 BIMTEK DPRD Terlaksananya  BIMTEK DPRD Jumlah   Dokumen   Hasil   Pendalaman    
Tugas DPRD 

Dokumen 6 Target ditetapkan 6 kali  berdasarkan rencana 
pelaksanaan sub kegiatan thn 2023, Hambatan : 
Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis bersifat 
fluktuatif dan tidak terprediksi, Solusi :  
melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan 
menetapkan target pelaksanaan kegiatan.  

2,2 Publikasi dan Dokumentasi Dewan Tersedianya Publikasi dan Dokumentasi  
Dewan 

Jumlah     Dokumen     Penyebarluasan      
Produk Hukum   Daerah,   Publikasi   dan    
Dokumentasi 
Dewan 

Dokumen 342 Target ditetapkan 342 kali  berdasarkan rencana 
pelaksanaan sub kegiatan thn 2023, Hambatan : 
Media Cetak dan Online dalam pengajuan 
publikasi, dananya tidak dapat terprediksi, 
Solusi : Memberikan Batasan pengajuan dana 
yang bisa dipenuhi.  

2,3 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim  
Ahli 

Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang 
ditetapkan 

orang 4 Target ditetapkan  4 orang berdasarkan rencana 
pelaksanaan sub kegiatan thn 2023, Hambatan : 
Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang 
ditetapkan yang berubah, Solusi : melakukan 
rapat koordinasi secara internal dan eksternal. 
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2,4 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Tersedianya Tenaga Ahli yang ditetapkan Jumlah Tenaga Ahli Fraksi orang 8 Target ditetapkan  8 orang berdasarkan rencana 
pelaksanaan sub kegiatan thn 2023, Hambatan : 
tenaga ahli fraksi yang berubah, Solusi : 
melakukan rapat koordinasi secara internal dan 
eksternal. 

2,5 Penyelenggaraan Hubungan  
Masyarakat 

Terlaksananya Penyelenggaraan Hubungan  
Masyarakat 

Jumlah     Dokumen     Hasil      
Penyelenggaraan 

Hubungan Masyarakat 

Kegiatan 10 Target ditetapkan 10 kegiatan berdasarkan 
rencana pelaksanaan sub kegiatan thn 2023, 
Hambatan : jumlah hearing yang  
menyesuaikan permintaan masyarakat, Solusi 
:melakukan rapat koordinasi secara internal 
dan eksternal. 

 Jombang,    Pebruari  2023 

KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN 
SEKRETARIAT DPRD 

KABUPATEN JOMBANG 

MITA ARINA,SH, MSi  
Pembina (IV/a) 

NIP.  19821010 2005012016  
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lampiran 5. 

KERTAS KERJA PENETAPAN INDIKATOR DAN TARGET BAGIAN PERSIDANGAN TAHUN 2023 

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JOMBANG 

NO KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET  KETERANGAN 

A BAGIAN PERSIDANGAN    

1 Layanan Administrasi DPRD  Terlaksananya  Layanan Administrasi  
DPRD  

Persentase  Layanan Administrasi
  DPRD yang diberikan 

% 100 Target ditetapkan 100 % berdasarkan rencana 
pelaksanaan Kegiatan thn 2023,  Hambatan : 
pelaksanaan Layanan Administrasi DPRD tidak 
dapat terprediksi, Solusi : melakukan rapat 
koordinasi internal dan penjadwalan kegiatan 
DPRD. 

1,1 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan  
Konsultasi DPRD 

 Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi DPR  

Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koord 
inasidan Konsultasi DPRD 

Kali 12 Target ditetapkan 12 kali berdasarkan rencana 
pelaksanaan sub kegiatan thn 2023, hambatan : 
pelaksanaan rapat paripurna DPRD tidak dapat 
terprediksi, Solusi : melakukan rapat koordinasi 
internal dan penjadwalan kegiatan DPRD.  

2 Penyerapan dan Penghimpunan  
Aspirasi Masyarakat 

 Terlaksananya Penyerapan dan  
Penghimpunan Aspirasi Masyarakat  

Jumlah Kegiatan Penyerapan dan  
Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 

Kali 3 Target ditetapkan 3 Kali berdasarkan rencana 
pelaksanaan Kegiatan thn 2023, hambatan : 
pelaksanaan lokasi serap aspirasi yang berubah-
ubah , Solusi : menyususn daftar lokasi 
pelaksanaan serap aspirasi DPRD. 

2,1 Kunjungan Kerja dalam Daerah Terlaksananya Kunjungan kerja pimpinan 
dan anggota DPRD dalam daerah  

Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja  
DPRD 

Laporan                  5  Target ditetapkan 5 kali berdasarkan rencana 
pelaksanaan sub kegiatan thn 2023, hambatan : 
pelaksanaan kunjungan dalam daerah DPRD 
tidak dapat terprediksi, Solusi : melakukan rapat 
koordinasi internal dan penjadwalan kegiatan 
DPRD.   

2,2 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran  
DPRD 

Terlaksananya Penyusunan Pokok-Pokok  
Pikiran DPRD 

Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran  
DPRD yang disusun 

Dokumen                  3  Target ditetapkan 5 kali berdasarkan rencana 
pelaksanaan sub kegiatan thn 2023, hambatan : 
pelaksanaan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang 
disusun tidak dapat terprediksi, Solusi : 
melakukan rapat koordinasi internal dan 
penjadwalan kegiatan DPRD.   
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2,3 Pelaksanaan Reses Terlaksananya Kegiatan Reses  Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses dokumen              150  Target ditetapkan 150 Dokumen berdasarkan 
rencana pelaksanaan sub kegiatan thn 2023, 
hambatan : pengumpulan laporan reses yang 
tidak tepat waktu, Solusi : melakukan rapat 
koordinasi internal dan penjadwalan 
pemenuhan laporan reses. 

3 Fasilitasi Tugas DPRD  Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD  Jumlah Tugas DPRD yg difasilitasi  Tugas 2 Target ditetapkan  2 Tugas  berdasarkan rencana 
pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023, Hambatan 
: Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD bersifat 
fluktuatif dan sesuai kebutuhan DPRD, Solusi : 
melakukan penjadwalan kegiatan dan 
berkoordinasi secara internal dan eksternal. 

3,1 Koordinasi dan Konsultasi  
Pelaksanaan Tugas DPRD  

 Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi  
Pelaksanaan Tugas DPRD  

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan  
Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 

Dokumen 350 Target ditetapkan  350 Dokumen  berdasarkan 
rencana pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023, 
Hambatan : Kegiatan konsultasi bersifat 
fluktuatif dan sesuai kebutuhan DPRD, Solusi :  
melakukan penjadwalan kegiatan dan 
berkoordinasi secara internal dan eksternal. 

3,2 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD  Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan  
DPRD  

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas  
Pimpinan DPRD 

Dokumen 50 Target ditetapkan  50 Dokumen berdasarkan 
rencana pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023, 
Hambatan : Kegiatan konsultasi bersifat 
fluktuatif dan sesuai kebutuhan Pimpinan 
DPRD, Solusi : melakukan penjadwalan kegiatan 
dan berkoordinasi secara internal dan eksternal. 

      Jombang,       Pebruari 2023 
. 

KEPALA BAGIAN  PERSIDANGAN 
SEKRETARIAT DPRD  KABUPATEN JOMBANG 

RAHMAD JUNAIDI, S.Sos., M.KP. 

Pembina Utama 
NIP.  '19660629 199302 1 001 
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